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ABSTRAK 

Seiring adanya dukungan Pemerintah untuk pengembangan industri dalam negeri, 

hal ini secara langsung mempengaruhi perkembangan dunia industri di Indonesia 

yang semakin maju dan beragam. 

 

Hal yang menarik terkait perkembangan industri di Indonesia adalah bahwa 

perkembangan industri di Indonesia bukan hanya terkait dengan sistem produksi, 

pemasaran, sumber daya manusia, atau inovasi, namun bagaimana pelaku usaha 

mendapatkan fasilitas dan kebijakan dari Pemerintah yang memberikan keuntungan 

dan kemudahan bagi pelaku usaha. Sebagai contoh, fasilitas dan kebijakan dari 

Pemerintah adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan pasokan  bahan bakar 

atau tidak, mendapatkan pasokan bahan baku atau tidak, dan  jika mendapatkan, 

apakah  harga yang diberikan menarik atau tidak, jumlah yang diberikan cukup atau 

tidak.  

 

Pelaku usaha industri kimia dasar yang bahan baku utamanya adalah gas bumi 

memiliki keunikan tersendiri untuk mendapatkan bahan bakunya, dimana harga gas 

bumi dan jumlah gas bumi yang diperoleh harus ditetapkan oleh Pemerintah 

melalui Produk Hukum Pemerintah, yakni berupa Keputusan Presiden atau 

Keputusan Menteri dari departemen terkait. 

 

Hal penting lainnya adalah bagaimana pelaku usaha sektor industri kimia dasar 

mampu melakukan Komunikasi Hukum dengan Pemerintah guna mendapatkan 

Produk Hukum Pemerintah yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam 

pengembangan bisnisnya. 

 

Pada Tesis ini, Penulis menganalisis Produk Hukum di sektor Gas Bumi dan 

Industri serta melakukan studi kasus pada Perusahaan yang bergerak di bidang 

industri kimia dasar untuk dapat mengetahui Produk Hukum apa saja yang 

dibutuhkan, dan bagaimana pelaku usaha sektor industri kimia dasar melakukan 

Komunikasi Hukum daengan Pemerintah guna mendapatkan Produk Hukum yang 

diperlukan tersebut. 

 

Kata Kunci: Produk Hukum, Komunikasi Hukum 

 

 


